
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  SELATAN 
 

NOMOR 047 TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN SURAT PENGANTAR PENGESAHAN 

AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI PRIMER DAN SEKUNDER TINGKAT 
PROVINSI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,  

 

Menimbang:  a. bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan efektivitas 
dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintah Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil, dan Menengah serta menindaklanjuti Surat 
Edaran Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan 
UKM RI Nomor 54/SE/Dep.1/IV/2016 perihal tindak lanjut 

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/ 
M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi tanggal 7 

April 2016, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional 
Prosedur; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Pengantar 
Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Primer  

dan Sekunder Tingkat Provinsi Pada Dinas Kopersi,             
Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan; 

 
Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958  tentang penetapan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan 
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

    

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian          

dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005                  
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012                   
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Nomor 5317); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016                        
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017                       

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014                        

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199); 
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  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan; 

  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar 
Pelayanan; 

  17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia        
Tahun 2014 Nomor 15); 

  18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10 
/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4   
Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4); 

  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 
Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan     
Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 88); 

  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072          

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan             

Tahun 2016 Nomor 72);  

  24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0125             
Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2017 Nomor 125); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR LAYANAN SURAT PENGANTAR PENGESAHAN AKTA 
PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI PRIMER DAN SEKUNDER 

TINGKAT PROVINSI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,          
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 

 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Diskop  
dan UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan 

Selatan.  

5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

7. Kepala Bidang Kelembagaan yang selanjutnya disebut Kabid Kelembagaan adalah 
Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

8. Kepala Seksi Penyuluhan dan Legalitas Badan Hukum yang selanjutnya disebut 

Kasi PLBH adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Legalitas Badan Hukum       
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. 

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Kasubbag 

Umpeg adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. 

10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan 
Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

12. Koperasi Primer adalah koperasi yang paling sedikit memiliki anggota sebanyak 

20 (dua puluh)  orang. 

13. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan 
koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan 

koperasi primer. 
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14. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan 

koperasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

15. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum 

koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditanda tangani 
dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukkan 
koperasi yang memuat anggaran dasar.  

16. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris 
Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  

17. Pendiri adalah orang-orang atau badan hukum-badan hukum koperasi            

yang bersepakat membentuk koperasi, memenuhi persyaratan keanggotaan        
dan menyatakan diri menjadi  anggota serta hadir dalam pembentukan. 

18. Kuasa Pendiri adalah beberapa  orang yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk 
menanda tangani akta pendirian  dan sekaligus ditunjuk untuk pertama kalinya 
sebagai pengurus dan atau pengawas koperasi.  

19. Berita Acara Rapat adalah risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi 
serta ditandatangani oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksudkan 
sebagai alat bukti tertulis. 

20. Notulen rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara 
teratur dan rapi ditandantangani oleh Pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau 

salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi. 

21. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam 
rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi. 

 

BAB   II 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN SURAT PENGANTAR PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM 

KOPERASI PRIMER  DAN SEKUNDER TINGKAT PROVINSI 

 
Pasal   2 

 

(1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian badan hukum 
koperasi primer dan sekunder secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan disertai dengan persyaratan 
dan kelengkapan yang ditentukan. 

(2) Persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),             

sebagai berikut: 

a. surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Nama Koperasi dari Pejabat; 

b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (Satu) diantaranya bermaterai; 

c. Surat Kuasa Pendiri; 

d. notulen rapat pembentukkan Koperasi; 

e. berita acara rapat pembentukkan koperasi;  

f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; 

g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai 

modal awal; 

h. surat Keterangan domisili; 
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i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan RABP 

Koperasi; dan 

j. surat permohonan ijin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam bagi 

Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki unit Simpan 
Pinjam. 

 

Pasal   3 
 

Kasubbag Umpeg menerima permohonan surat pengantar pengesahan Akta pendirian 

badan hukum koperasi dan mencatat kedalam buku agenda surat masuk selanjutnya 
menyampaikan ke Kepala Dinas.  

 
Pasal   4 

 

Kepala Dinas menerima permohonan dan mendisposisi permohonan surat pengantar 
pengesahan akta pendirian badan hukum koperasi kepada Kabid Kelembagaan. 
 

Pasal   5 
 

Kabid Kelembagaan mendisposisi surat permohonan pengesahan akta pendirian badan 
hukum koperasi kepada Kasi PLBH. 
 

Pasal   6 
 

(1) Kasi PLBH menerima permohonan surat pengantar, melakukan penelitian          
dan verifikasi terhadap materi anggaran dasar serta melakukan pengecekan 
terhadap keberadaan koperasi, usaha yang dijalankan serta keanggotaan koperasi 

tersebut. Apabila tidak memenuhi persyaratan berkas dikembalikan kepada 
Pendiri, bila memenuhi syarat maka proses dilanjutkan; dan 

 

(2) Kasi PLBH melakukan verifikasi lapangan jika tidak sesuai maka berkas akan 

dikembalikan dengan membuatkan surat pemberitahuan. Apabila hasil verifikasi 
dilapangan sesuai dengan berkas maka akan dibuatkan draft surat pengantar 
pengesahan akta pendirian koperasi. 

 
 

Pasal   7 

 
Kabid Kelembagaan menerima, mengoreksi dan memaraf Surat Pengantar Pengesahan 

Akta Pendirian Koperasi dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. 
 

 

Pasal   8 
 

Kepala Dinas menerima, mengoreksi dan menandatangani Surat Pengantar 
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan menyampaikan ke Kasi PLBH. 

 

 
Pasal   9 

 

Kasi PLBH menerima surat pengantar pengesahan akta pendirian koperasi dan 
menyampaikan ke Kasubbag Umpeg. 
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Pasal   10 

 
Kasubbag Umpeg memberikan nomor dan stampel pada surat pengantar pengesahan 

akta pendirian koperasi dan menyerahkan ke Kasi PLBH. 
 

 

Pasal 11 
 

Kasi PLBH menyerahkan Surat pengantar pengesahan akta pendirian koperasi yang 

sudah bernomor dan berstempel kepada Pendiri/Pemohon/Pendiri Koperasi. 
 

 
Pasal   12 

 

Pendiri/Pemohon menerima surat pengantar pengesahan akta pendirian koperasi 
primer dan sekunder tingkat provinsi. 
 

 

BAB III 
TATA KERJA 

 
Pasal  13 

 
(1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Layanan Surat 

Pengantar Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Primer dan 

Sekunder Tingkat Provinsi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 
Provinsi Kalimantan Selatan, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan 
sistem dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Layanan 
Surat Pengantar Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Primer        

dan Sekunder Tingkat Provinsi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 
Provinsi Kalimantan Selatan, wajib membangun komitmen dan konsisten         
untuk mendukung pelaksanaannya. 

(3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Layanan 
Surat Pengantar Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Primer dan 

Sekunder Tingkat Provinsi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 
Provinsi Kalimantan Selatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama 
maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 

(4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 
Layanan Surat Pengantar Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi 
Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil,         

dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, wajib memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas. 

 
 

BAB  IV 
SARANA DAN PRASARANA 

 
Pasal   14 

 

(1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional 
Prosedur Layanan Surat Pengantar Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum 
Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil,          

dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menyediakan 
sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan. 
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(2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dioperasionalkan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur Layanan 
Surat Pengantar Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Primer dan 
Sekunder Tingkat Provinsi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Provinsi Kalimantan Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai 
dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan 
waktu pelaksanaan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  15 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

 
           

 Ditetapkan di Banjarmasin  

 pada tanggal 22 Juni 2018    
 

          GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

         ttd 

 
            SAHBIRIN NOOR         

 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 22 Juni 2018   

            
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
      KALIMANTAN SELATAN, 

 
                     ttd 

 
             ABDUL HARIS  
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 47 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

 

 

H. RUDY ARIFFIN 

 

 

 

 


